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TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHAP PERTAMA

ABSTRAK : -bahwa untuk melaksanakan kegiatan penggunaan dan apenyelenggaraan
cadangan pangan Pemerintah tahap pertama, sesuai dengan keten tuan Pasal
110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara se_bagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 ( LN Tahun 2004 No.5,
TLN No.4355), UU No0.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No0.4916),
PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah
diubah dengan PP No.50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP
No.6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No0.6850), Perpres No. 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No.125 Tahun 2022 (LN Tahun 2022
No.206), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031)
sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022
No0.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyelenggaraan CPP tahap pertama dilakukan untuk jenis pangan pokok tertentu
meliputi: a. beras; b. jagung; dan c. kedelai. Dana penyelenggaraan CPP tahap
pertama dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada BA
BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana untuk penyelenggaraan CPP tahap
pertama dialokasikan dalam DIPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 867), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 April 2023 dan diundangkan
pada tanggal 10 Mei 2023

- Lampiran halaman 13 — 18



